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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 2/ TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Tabalong;

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang
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Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 36);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 37);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 38);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 39);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 Nomor 40);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 41);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 42);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 Nomor 43);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 Nomor 44);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
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Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 453);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 20 16 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016
Nomor 46);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 47);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 Nomor 48);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 49);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor S0);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 Nomor 51);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 Nomor 52};

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
53};

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
54);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 55);
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Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
56);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 57);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 38);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016
Nomor 59);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 Nomor 60);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 Nomor 61);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 Nomor 62);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 Nomor 63);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten

Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016
Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN
PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TABALONG.
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Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas
Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon
Pegawai Negeri Sipil yang belum diangkat sesuai dengan ketentuan
perundang-undanganuntuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

nemerintahan.

pemerir
Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi
Pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok j abatan yang berisi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu.

Jabatan Administrasi adaiah kelompox jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Jabatan Administrator adalah Jabatan yang bertanggung jawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan pengawas adalah Jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
Jabatan pelaksana Adalah Jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan

kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.
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Pasal 2

(1) Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tabalong diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

(2) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II
TUJUAN

Pasal 3

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

a. memberikan kejelasan tugas dan fungsi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam
membantu pelaksanaan tugas dan fungsi eselon terendah di setiap
Perangkat Daerah; dan

b. memberikan kejelasan tugas dan fungsi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai
dengan latar belakang pendidikan.

BAB III
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Pasal 4

(1) Nomenklatur jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis
jabatan.

(2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
FORMASI JABATAN

Pasal 5

(1) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) menjadi dasar formasi jabatan.

(2) Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
dasar untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN

Pasal 6

(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Pimpinan
Tinggi, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam
Jabatan Pelaksana.

(2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

=T
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Pasal 7
(1) CPNS yang sudah diangkat dalam jabatan pelaksana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak dapat dipindahtugaskan sebelum
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana dilakukan oleh
Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.
Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal (b Okhber 2p18

»'/BUPATIT ALONG, j‘

<ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjﬁ)lng
pada tanggal [ bkhboer 3018

“SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ANLY g

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 20



PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR  TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

No. SKPD UNIT KERJA DAN NAMA JABATAN
1. |SEKRETARIAT A. BAGIAN PEMERINTAHAN
DAERAH 1. Analis Pemerintah Daerah

Analis Pemerintahan Umum dan Otda
Analis Peta Wilayah

Pengadministrasi Batas Wilayah
Pengadministrasi Otonomi Daerah
Pengadministrasi Pemerintahan

Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

® 3O 0k W

Pengelola Perangkat Kecamatan

9. Pramu Bakti
B. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Analis Kesejahteraan Rakyat
Pengadministrasi Umum
Pengelola Bantuan Keagamaan
Pengelola Bantuan Sosial Dan Hibah

o

Penyusun Bahan Pengembangan Program Keagamaan

6. Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat
C. BAGIAN HUKUM

1. Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum

2. Analis Peraturan Per-UU-an dan Rancangan Per-UU-an
3. Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum

4. Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

5. Pengelola Fasilitasi Bantuan Hukum

D. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1. Analis Pengembangan Potensi Daerah

Analis Perekonomian

Penelaah Data Sumber Daya Alam

Pengadministrasi Umum

‘opr e

Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian
6. Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
E. BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN
1. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
2. Pengadministrasi LPSE
3. Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi
F. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
1. Analis Laporan Keuangan
Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Analis Program Pembangunan

Bendahara

g B P

Pengadministrasi Keuangan
Pengelola Keuangan

Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

© N o

Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah
9. Pranata Laporan Keuangan

G. BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA
1. Penata Kendaraan Dinas




PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR  TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

No.

SKPD

SEKRETARIAT

DAERAH

UNIT KERJA DAN NAMA JABATAN

j
2
3
4
5

1.
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9.
B. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

gros e

6.
E. BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN
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A. BAGIAN PEMERINTAHAN
&

Analis Pemerintah Daerah

Analis Pemerintahan Umum dan Otda

Analis Peta Wilayah

Pengadministrasi Batas Wilayah

Pengadministrasi Otonomi Daerah

Pengadministrasi Pemerintahan

Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pengelola Perangkat Kecamatan

Pramu Bakti

1. Analis Kesejahteraan Rakyat

2. Pengadministrasi Umum

3. Pengelola Bantuan Keagamaan

4. Pengelola Bantuan Sosial Dan Hibah

5. Penyusun Bahan Pengembangan Program Keagamaan

6. Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat
C. BAGIAN HUKUM

1. Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum

2. Analis Peraturan Per-UU-an dan Rancangan Per-UU-an

3. Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum

4. Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

5. Pengelola Fasilitasi Bantuan Hukum

6 Pengelola Penyusunan Peraturan Per-UU-an

D. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
2

Analis Pengembangan Potensi Daerah

Analis Perekonomian

Penelaah Data Sumber Daya Alam

Pengadministrasi Umum

Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian

Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Analisis Kebijakan Lelang

Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pengadministrasi LPSE

Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi

Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik

F. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Analis Laporan Keuangan

Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Analis Program Pembangunan

Bendahara

Pengadministrasi Keuangan

Pengelola Keuangan

Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Pranata Laporan Keuangan
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SKPD

UNIT KERJA DAN NAMA JABATAN

G. BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA
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15.

Penata Kendaraan Dinas

Pengadministrasi Kepegawaian
Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor
Pengadministrasi Umum

Pengelola Barang Milik Negara

Pengelola Instalasi Air danListrik

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik daerah
Pengelola Perjalanan Dinas

Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas

. Pengemudi
. Pengemudi VIP

Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
Penyusun Rencana kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan

. Pramu Bakti

Sekretaris

H. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

1.

O 0N Ov B

,_.
o

11.
12.

Ajudan

Analis Berita

Analis Humas dan Protokol

Analis Publikasi

Pengadministrasi Analis dan Kemitraan Media
Pengadministrasi Umum
Pengemudi

Penyusun Naskah Rapat Pimpinan
Petugas Protokol

Pramu Bakti

Pranata Acara

Tenaga Peliputan

I. BAGIAN ORGANISASI

L:

No ok

Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
Analis Jabatan

Analis Kelembagaan

Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja
Analis Organisasi dan Tatalaksana
Pengadministrasi Umum

Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

SEKRETARIAT DPRD
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Ajudan

Analis Bidang Pengawasan

Analis Materi Sidang

Analis Perencanaan Anggaran

Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Analis Publikasi

Bendahara

Notulis Rapat

Operator Komputer Grafis
Pengadministrasi Kepegawaian
Pengadministrasi Risalah
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
Pengadministrasi Umum

Pengelola Bahan Perencanaan

Pengelola Barang Milik Negara

Pengelola Pengawasan

Pengelola Peraturan Perundang-Undangan
Pengelola Surat




No. SKPD UNIT KERJA DAN NAMA JABATAN
17. Pengemudi
18. Penyusun Bahan Evaluasi & Pelaporan
19. Penyusun Berita dan Pendapat Umum
20. Penyusun Naskah Rapat Pimpinan
21. Penyusunan Rencana Kegiatan & anggaran
22. Petugas Protokol
23. Petugas Teknologi Informasi Komputer
24. Pramu Bakti
25. Teknisi Air
26. Teknisi listrik,Telepon, AC dan Lift
27. Verifikator Anggaran
3. INSPEKTORAT 1. Analis Laporan Hasil Audit
2. Analis Laporan Hasil Pengawasan
3. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
4. Bendahara
5. Penata Laporan Keuangan
6. Pengadministrasi Kepegawaian
7. Pengadministrasi Keuangan
8. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
9. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
10. Pengadministrasi Umum
11. Pengelola Barang Milik Negara
12. Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
13. Pengemudi
14. Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan
15. Pramu Bakti
16. Verifikator Keuangan
4. |DINAS PENDIDIKAN 1. Analis Budaya
2. Analis Kebijakan barang Milik Negara
3. Analis Kebutuhan Pendidik / Tenaga Kependidikan
4. Analis Kelembagaan Pembinaan Pendidikan
5. Analis Komunitas Adat
6. Analis Kreasi dan Produksi Musik
7. Analis Kurikulum dan Pembelajaran
8. Analis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
9. Analis Pemberdayaan Lembaga Kepercayaan Tuhan YME dan Tradisi
10. Analis Pendidikan
11. Analis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
12. Analis Pengembangan Peserta Didik
13. Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
14. Analis Pengembangan SDM Aparatur
15. Analis Perencanaan SDM Aparatur
16. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
17. Analis Sumber Sejarah
18. Bendahara
19. Pembina Karakter
20. Penata Laporan Keuangan
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21. Pengadministrasi Akademik
22. Pengadministrasi Kepegawaian
23. Pengadministrasi Kesenian dan Budaya daerah
24. Pengadministrasi Keuangan
25. Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
26. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
27. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
28. Pengadministrasi Umum
29. Pengelola Barang Milik Negara
30. Pengelola Data Kekayaan Budaya
31. Pengelola Data Seni Pertunjukan Tradisional
32. Pengelola Sarana dan Prasarana Pembelajaran
33. Pengelola Tenaga Kependidikan
34. Pengemudi
35. Penyusun kebutuhan barang Inventaris
36. Pramu Bakti
37. Verifikator Keuangan
5. | DINAS KEPEMUDAAN, 1. Analis Keolahragaan
OLAHRAGA DAN 2. Analis Kepemudaan
peiiid by 3. Analis Obyek Wisata
4. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
5. Bendahara
6. Penata Laporan Keuangan
7. Pengadministrasi Kepegawaian
8. Pengadministrasi Keuangan
9. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
10. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
11. Pengadministrasi Umum
12. Pengelola Barang Milik Negara
13. Pengelola Data Kreatifitas dan Inovasi
14. Pengelola Promosi dan Informasi Wisata
15. Pengelola Sarana Qlahraga
16. Pengelola Sarana Wisata
17. Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Pariwisata
18. Pengemudi
19. Penyuluh Kepemudaan
20. Penyuluh Olahraga
21. Penyuluh Wisata
22. Penyusun Program Kreatifitas dan Inovasi
23. Pramu Bakti
24. Verifikator Keuangan
6. |DINAS KESEHATAN 1. Analis Kesehatan
2. Analis Kesehatan Gizi
3. Amnalis Kesehatan Ibu dan Anak
4. Analis Kesehatan Kerja
5. Analis Penanggulangan Krisis Kesehatan
6. Analis Penyakit Menular
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7. Analis Perencanaan Evaluasi dan Program

8. Analis Perizinan

9. Bendahara

10. Pemeriksa Sanitasi

11. Penata Laporan Keuangan

12. Pengadministrasi Kepegawaian

13. Pengadministrasi Keuangan

14. Pengadministrasi Perencanaan dan Program

15. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

16. Pengadministrasi Umum

17. Pengelola Barang Milik Negara

18. Pengelola Kefarmasian

19. Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan
20. Pengelola Pelayanan Kesehatan
21. Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang
22. Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung
23. Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi
24. Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat dibidang Kesehatan
25. Pengelola Program Gizi

26. Pengelola Program Imunisasi

27. Pengelola Program Kesehatan Keluarga

28. Pengemudi

29. Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

30. Penyuluh Obat dan Makanan

31. Penyusun Program Perencanaan Diklat

32. Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur
33. Perancang Sistem Kepegawaian

34. Pramu Bakti

35. Verifikator Keuangan

7. |DINAS SOSIAL 1. Analis Dampak Sosial

2. Analis Masalah Sosial

3. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program

4. Analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah
5. Analis Rehabilitasi Masalah Sosial

6. Analis Resosialisasi dan Rehabilitasi

7. Analisis Pelayanan Sosial

8. Bendahara

9. Penata Laporan Keuangan

10. Pengadministrasi Anak Terlantar

11. Pengadministrasi Kepegawaian

12. Pengadministrasi Keuangan

13. Pengadministrasi Perencanaan dan Program

14. Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial

15. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

16. Pengadministrasi Umum

17. Pengelola Bantuan Dana Hibah

18. Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial
19. Pengelola Barang Milik Negara

20. Pengelola Data Bantuan Sosial

21. Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
22. Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial
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23. Pengelola Pembinaan Bantuan
24. Pengemudi
25. Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat
26. Pramu Bakti
27. Verifikator Keuangan
8. DINAS 1. Analis Keluarga Berencana
PEMBERDAYAAN 2. Analis Kesejahteraan Keluarga
PEREMPUAN, 3. Analis Ketahanan Keluarga
PERLINDUNGAN 4. Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PEN C‘fg\?[}){ 1’\LI AN 5. Analis Pembinaan Keluarga Berencana
PENDUDUK DAN 6. Analis Penynloh KB
KELUARGA 7. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
BERENCANA 8. Analis Perlindungan Perempuan
9. Bendahara
10. Penata Laporan Keuangan
11. Pengadministrasi Kepegawaian
12. Pengadministrasi Keuangan
13. Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak
14. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
15. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
16. Pengadministrasi Umum
17. Pengawas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
18. Pengawas Perempuan dan Anak
19. Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan dan Kesehatan Reproduksi
20. Pengelola Barang Milik Negara
21. Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga
22. Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak
23. Pengelola Pengendalian Masyarakat
24. Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender
25. Pengemudi
26. Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
27. Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan
28. Penyusun Bahan Evaluasi Rencana Dan Program
29. Penyusun Kependudukan dan KB
30. Penyusun Pencatatan & Pelaporan Data Kependudukan dan KB
31. Penyusun Penyuluh KB
32. Pramu Bakti
33. Verifikator Keuangan
9. DINAS 1. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KEPENDUDUKAN DAN 2. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
PENCATATAN SIPIL 3  Bendahoms
4. Penata Laporan Keuangan
5. Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian
6. Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak
dan Perwarganegaraan
7. Pengadministrasi Izin Kawin dan Izin Cerai
8. Pengadministrasi Kepegawaian
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10.

1
12;

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pengadministrasi Kependudukan

Pengadministrasi Perencanaan dan Program
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
Pengadministrasi Umum

Pengelola Barang Milik Negara

Pengelola Data

Pengelola Mutasi Penduduk

Pengelola Sistem Informasi Administrasi kependudukan
Pengemudi

Pramu Bakti

Verifikator Keuangan

10.

DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA

L
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25
26.
27
28

29.
30.
31.
32.
33.

Analis Institusi Masyarakat Pedesaan

Analis Pengembangan Ekonomi Perdesaan

Analis Pengembangan SDM Aparatur Pemberdayaan Masyarakat Desa
Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program

Analis Perkembangan Keberdayaan Masyarakat Desa

Analis Prasarana Kota dan Pedesaan

Bendahara

Penata Laporan Keuangan

Pengadministrasi Kepegawaian

. Pengadministrasi Keuangan

. Pengadministrasi Pemerintahan

. Pengadministrasi Perencanaan dan Program

. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

. Pengadministrasi Umum

. Pengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa

Pengelola Barang Milik Negara

. Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

. Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa

. Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa

. Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
. Pengelola Monitoring dan Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi Desa

. Pengelola Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

. Pengelola Pemberdayaan Usaha Mikro / Kecil dan Menengah di Desa

Pengelola Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pengemudi

Penyuluh Pembangunan Daerah Terpencil

Penyuluh Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam di
Desa

Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna

Penyusun Bahan Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan

Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Pramu Bakti

Verifikator Keuangan
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11. SATUAN POLISI 1. Analis Hasil Penanganan Pelanggaran ' '
PAMONG PRAJA 2. Analis Kebakaran
3. Analis Pelanggaran Disiplin
4. Analis Penyidikan
5. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
6. Anggota Pemadam Kebakaran *)
7. Bendahara
8. Komandan Petugas Keamanan
9. Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat
10. Penata Laporan Keuangan
11. Pengadministrasi Kepegawaian
12. Pengadministrasi Keuangan
13. Pengadministrasi Pelatihan
14. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
15. Pengadmimistrasi Sarana dan Prasarana
16. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
17. Pengadministrasi Umum
18. Pengelola Barang Milik Negara
19. Pengelola Data Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan
20. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
21. Pengelola Keamanan dan Ketertiban
22. Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah
23. Pengelola Perlindungan Sosial
24. Pengemudi
25. Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran
26. Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan
27. Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana
28. Petugas Keamanan
29. Petugas Keamanan
30. Pramu Bakti
31. Pranata Pemadam kebakaran
32. Pranata Perlindungan Masyarakat
33. Verifikator Keuangan
12. 1. Analis Dokumen Perizinan
DINAS PENANAMAN 2. Analis Iklim Usaha dan Kerjasama
PELAI;{IJS;):;’II‘)E?QIPADU 3. Analis Investasi dan Permodalan Usaha
SATU PINTU 4. Analis Pembinaan Kelembagaan Investasi
5. Analis Pengembangan Indeks Kepuasan Masyarakat
6. Analis Peraturan Iklim Usaha
7. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
8. Bendahara
9. Penata Laporan Keuangan
10. Pengadministrasi Akses Permodalan
11. Pengadministrasi Kepegawaian
12. Pengadministrasi Keuangan
13. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
14. Pengadministrasi Perizinan
15. Pengadministrasi Perizinan
16. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
17. Pengadministrasi Umum
18. Pengawas Penanaman Modal

<
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19. Pengelola Barang Milik Negara ) o o
20. Pengelola Data Laporan dan Pengaduan
21. Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor
22. Pengelola Kerjasama Penanaman Modal
23. Pengelola Perizinan
24. Pengelola Perizinan
25. Pengembang Program Penyuluhan
26. Pengemudi
27. Penyusun Bahan Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan
28. Pramu Bakti
29. Verifikator Keuangan
13. DINAS KOPERASI, 1. Analis Bimbingan usaha
USAHA KECIL DAN 2. Analis Dokumen Perizinan
MERDINGAL. 3. Analis Koperasi
4. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
5. Bendahara
6. Fasilitas kewirausahaan
7. Penata Laporan Keuangan
8. Pengadministrasi Izin Usaha
9. Pengadministrasi Kepegawaian
10. Pengadministrasi Keuangan
11. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
12. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
13. Pengadministrasi Umum
14. Pengelola Barang Milik Negara
15. Pengelola Permodalan koperasi dan usaha kecil, mikro dan menengah
16. Pengelolaan data kreativitas dan inovasi
17. Pengelolaan kebijakan kelembagaan koperasi
18. Pengemudi
19. Penyuluh Kaperasi
20. Penyuluh rencana pengembangan produk skala mikro kecil dan menengah
21. Penyusun rencana bimbingan teknis usaha mikro kecil dan menengah
22. Pramu Bakti
23. Pranata Koperasi
24. Verifikator Keuangan
14. DINAS 1. Analis Aplikasi Model Pengembangan Industri
PERINDUSTRIAN DAN 2. Analis industri
B ntRaEal 3. Analis Industri dan Pencegahan Pencemaran
4. Analis Kawasan Industri
5. Analis mutu produk
6. Analis Pengawasan Mutu Produk
7. Analis pengembangan pasar
8. Analis Perdagangan
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9. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
10. Bendahara
11. Fasilitator perdagangan
12. Pemeriksa Industri
13. Penagih retribusi
14. Penata Laporan Keuangan
15. Pengadministrasi Kepegawaian
16. Pengadministrasi Keuangan
17. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
18. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
19. Pengadministrasi Umum
20. Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran
21. Pengelola Barang Milik Negara
22. Pengelola distribusi dan pemasaran
23. Pengelola metrologi dan perlindungan konsumen
24. Pengelola Pasar
25. Pengelola pemasaran
26. Pengelola perindustrian perdangangan dan badan usaha daerah
27. Pengelola Perizinan
28. Pengemudi
29. Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar
30. Penyusun Rencana Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar
31. Pramu Bakti
32. Verifikator Keuangan
15. DINAS TENAGA 1. Analis Bimtek dan Bantek
KERJA 2. Analis Kompetensi dan Kualifikasi Ketenagaan
3. Analis Pemberdayaan masyarakat
4. Analis Penempatan Tenaga Kerja
5. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
6. Analis Tenaga Kerja
7. Bendahara
8. Penata Laporan Keuangan
9. Pengadministrasi Kepegawaian
10. Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan
11. Pengadministrasi Keuangan
12. Pengadministrasi pelatihan
13. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
14. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
15. Pengadministrasi Umum
16. Pengelola Barang Milik Negara
17. Pengemudi
18. Pengolah Bahan Perencanaan Ketenagaan
19. Penyuluh kesehatan dan keselamatan kerja
20. Pramu Bakti
21. Verifikator Keuangan
16. | DINAS KOMUNIKASI, 1. Analis pengembangan insfrastruktur
INFORMATIKA DAN 2. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program

amaAmromTTs
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B R 3. Analis Persandian =~
4. Analis statistik
5. Bendahara
6. Operator komputer grafis
7. Operator pengembangan sarana iptek
8. Operator sandi dan telekomunikasi
9. Pembantu Operator radar
10. Penata Laporan Keuangan
11. Pengadministrasi Analisis & Kemitraan Media
12. Pengadministrasi Kepegawaian
13. Pengadministrasi Keuangan
14. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
15. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
16. Pengadministrasi Umum
17. Pengelola Barang Milik Negara
18. Pengelola data
19. Pengelola data statistik
20. Pengelola dokumentasi
21. Pengelola keamanan sistem informasi
22. Pengelola media center dan kemitraan media
23. Pengelola pengaduan publik
24. Pengemudi
25. Pengendali jaringan komunikasi
26. Pengolah data
27. Pengolah data penyuluhan dan layanan informasi
28. Penyusun bahan informasi dan publikasi
29. Petugas Teknologi Informasi Komputer
30. Pramu Bakti
31. Tenaga peliputan
32. Verifikator Keuangan
17.} DINAS PEKERJAAN 1. Analis Bangunan Gedung dan Permukiman
UMUM DAN 2. Analis Jalan & Jembatan
FEDAECRAN BUANG 3. Analis Pemanfaatan Ruang
4. Analis Pengelolaan Sumber Daya Air
5. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
6. Bendahara
7. Juru operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
8. Pemelihara Jalan & Jembatan
9. Pemelihara Sarana dan Prasarana
10. Penata Laporan Keuangan
11. Penata Penyehatan lingkungan Permukiman
12. Penelaah Mutu Konstruksi
13. Pengadministrasi Kepegawaian
14. Pengadministrasi Keuangan
15. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
16. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
17. Pengadministrasi Umum
18. Pengawas Irigasi
19. Pengawas Jalan & Jembatan
20. Pengelola Pengendalian Pemanfaatan ruang
21. Pengelola Bahan Perencanaan

11
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22. Pengelola Barang Milik Negara
23. Pengelola Jasa Konstruksi
24. Pengelola Pembangunan & Peningkatan Jalan
25. Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi
26. Pengelola Sumber Daya Air
27. Pengelola Tata Ruang
28. Pengemudi
29. Penyusun Rencana Tata Ruang
30. Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
31. Pramu Bakti
32. Teknisi Keciptakaryaan
33. Verifikator Keuangan
18. DINAS 1. Analis Angkutan Darat
PERHUBUNGAN 2. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
3. Analis Teknik Survey Mananajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
4. Analis Teknik Survey Penanganan Dampak Transportasi Darat
5. Bendahara
6. Juru Pungut Retribusi
7. Pemelihara Kendaraan
8. Penata Laporan Keuangan
9. Penelaah Audit Keselamatan Jalan
10. Pengadministrasi Karcis
11. Pengadministrasi Kepegawaian
12. Pengadministrasi Keuangan
13. Pengadministrasi LLAJ
14. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
15. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
16. Pengadministrasi Umum
17. Pengawas Sarana Bengkel
18. Pengawas Terminal
19. Pengawas Transportasi
2Q. Pengawas Transportasi Darat/ Jalan
21. Pengelola Barang Milik Negara
22. Pengelola Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan Bermotor
23. Pengelola Perparkiran
24. Pengelola Realisasi Laporan Peneriman Retribusi Daerah
25. Pengelola Rekayasa Lalu Lintas
26. Pengemudi
27. Penyusun kebutuhan perlengkapan jalan
28. Petugas Penindakan
29. Pramu Bakti
30. Pranata Standar Keselamatan
31. Verifikator Keuangan
19. ] DINAS LINGKUNGAN 1. Analis Lingkungan Hidup
HIDUP 2. Analis Pengamanan Lingkungan
3. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
4. Analis Potensi Sumber Air Permukaan

12
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16.
17.
18.
19.
20.

21
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.

Analis Potensi Sumber Air Tanah
Analis Sistem Mutu dan Lingkungan
Bendahara

Penata Laporan Keuangan

Penelaah Dampak Lingkungan
Pengadministrasi Kepegawaian

. Pengadministrasi Keuangan

. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

. Pengadministrasi Umum

. Pengawas Keselataman & Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan

Pengelola Barang Milik Negara

Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan
Pengelola Informasi Lingkungan

Pengelola Limbah

Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan Dan Kawasan Konservasi

Pengelola Penyehatan Lingkungan
Pengelola Sampah

Pengemudi

Pengevaluasi Proses di bidang Lingkungan
Penyuluh Lingkungan Hidup

Pramu Bakti

Pramu Kebersihan

Verifikator Keuangan

20.

DINAS PERUMAHAN

RAKYAT, KAWASAN

PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

I A o
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Analis bangunan dan perumahan

Analis Bangunan Gedung dan Permukiman
Analis data pengadaan tanah

Analis Konflik pertanahan

Analis pemantauan pertanahan

Analis Pembukaan Lahan

Analis Penataan Kawasan

Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program

Analis perumahan

. Bendahara
. Penata Bangunan Gedung dan Permukiman
. Penata Laporan Keuangan

. Penata Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Penelaah bangunan gedung dan perumahan

. Pengadministrasi Kepegawaian

Pengadministrasi Keuangan

. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
. Pengadministrasi Pertanahan

. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

. Pengadministrasi Umum

. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan

. Pengelola Barang Milik Negara

. Pengelola sengketa konflik pertanahan

. Pengelola Survei, Pengukuran Dan Pemetaan

. Pengemudi

13
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26. Pramu Bakti
27. Teknisi Listrik dan Jaringan
28. Verifikator Keuangan

21.| DINAS KETAHANAN 1. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program

PANGAN 2. Analis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

3. Analisis Pangan
4. Bendahara
5. Penata Laporan Keuangan
6. Pengadministrasi Kepegawaian
7. Pengadministrasi Keuangan
8. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
9. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
10. Pengadministrasi Umum
11. Pengawas Harga Pangan
12. Pengelola Barang Milik Negara
13. Pengelola Keamanan Pangan Segar dan Pangan Jajanan Anak Sekolah
14. Pengelola Ketahanan Pangan
15. Pengelola Ketersediaan & Kerawanan Pangan
16. Pengelola Penganekaragaman Pangan
17. Pengelola Pola Pangan Harapan
18. Pengemudi
19. Penyuluh Pangan
20. Pramu Bakti
21. Verifikator Keuangan

22. |DINAS PERTANIAN 1. Analis Alat dan Mesin Pertanian
2. Analis Informasi Hasil Pertanian
3. Analis Kapasitas Penyuluh
4. Analis Kompetensi
5. Analis Lahan Pertanian
6. Analis Metode Penyuluhan
7. Analis Pakan Ternak
8. Analis Pegelola Data Komoditas Perkebunan
9. Analis Pemasaran Hasil Pertanian
10. Analis Pembiayaan Pertanian
11. Analis Pengolah Hasil Pertanian
12. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
13. Analis Program Penyuluhan
14. Analis Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan
15. Bendahara
16. Pemeriksa Pengolahan Lahan Pertanian dan Irigasi
17. Penata Laporan Keuangan
18. Pengadministrasi Kepegawaian
19. Pengadministrasi Keuangan
20. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
21. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
22. Pengadministrasi Umum
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SKPD

UNIT KERJA DAN NAMA JABATAN

23.

24.
25.
26.
27:
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Pengawas Hygiene, Sanitasi Usaha Peternakan Dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner

Pengawas lalu Lintas Hewan dan Karantina Hewan

Pengawas Lalu Lintas Hewan Dan Wilayah Karantina Hewan
Pengawas Mutu Bibit Ternak

Pengawas Pupuk dan Pestisida

Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian
Pengelola Barang Milik Negara

Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan
Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya
Pengelola Data Kelembagaan Benih

Pengelola Database Kelembagaan Petani

Pengelola Database Profesi SDM Pertanian

Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pengelola Penganekaragaman Pangan

Pengelola Pengembangan Investasi

Pengelola Program Penyuluhan

Pengelola Teknologi Hasil Pertanian

Pengelola Teknologi Pascapanen

Pengemudi

Pramu Bakti

Pranata Pengembagan Bibit Tanaman Hutan / perkebunan
Verifikator Keuangan

23.

DINAS PERIKANAN
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Analis Benih

Analis Budidaya Perikanan

Analis Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Analis Mutu Hasil Perikanan

Analis Pemulihan Sumber Daya Ikan
Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
Bendahara

Penata Laporan Keuangan
Pengadministrasi Kepegawaian

Pengadministrasi Keuangan

. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

Pengadministrasi Umum
Pengelola Barang Milik Negara

. Pengelola Pelaksanaan Pengujian Mutu Secara Laboratoris Terhadap

Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan
Pengelola Pengawasan Penangkapan Ikan
Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha
Pengelola Statistik Perikanan

Pengemudi

Pramu Bakti

Verifikator Keuangan

24.

DINAS
PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN

PN

Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
Bendahara

Penata Laporan Keuangan
Pengadministrasi Kepegawaian
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No. SKPD UNIT KERJA DAN NAMA JABATAN
5. Pengadministrasi Keuangan
6. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
7. Pengadministrasi Perpustakaan
8. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
9. Pengadministrasi Umum
10. Pengawas Perpustakaan
11. Pengelola Bahan Pustaka
12. Pengelola Barang Milik Negara
13. Pengelola Pustaka Elektronik
14. Pengemudi
15. Penyuluh Kearsipan
16. Penyuluh Perpustakaan
17. Pramu Bakti
18. Pranata Kearsipan
19. Pranata Reproduksi Arsip
20. Pranata Restorasi Arsip
21. Verifikator Keuangan
25. | BADAN PENGELOLA 1. Analis Aplikasi & Pengelolaan Data Keuangan
KEUANGAN DAN ASET 2. Analis Aset Negara

Ll 3. Analis Kebijakan Penganggaran
4. Analis Keuangan
5. Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah
6. Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah
7. Analis Pengembangan Sistem Perbendaharaan

Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program

9. Analis Standar Biaya
10. Bendahara
11. Penata Keuangan
12. Penata Laporan Keuangan
13. Pengadministrasi Kepegawaian
14. Pengadministrasi Keuangan
15. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
16. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
17. Pengadministrasi Umum
18. Pengelola Anggaran
19. Pengelola Barang Milik Negara
20. Pengelola Data Keuangan Daerah
21. Pengelola Database SPM
22. Pengelola Gaji
23. Pengemudi
24. Pengevaluasi Perkembangan BUMD
25. Pengolah Daftar Gaji
26. Pengolah Data laporan Keuangan
27. Pengolah Data Laporan Realisasi Anggaran
28. Penyusun Laporan Keuangan
29. Pramu Bakti
30. Verifikator Anggaran
31. Verifikator Data Laporan Keunangan
32. Verifikator Keuangan

16




No.

SKPD

UNIT KERJA DAN NAMA JABATAN

26.

BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
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Analis Pajak / Retribusi Daerah

Analis Penagihan Pajak

Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi
Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
Bendahara

Penata Laporan Keuangan
Pengadministrasi Kepegawaian
Pengadministrasi Keuangan

Pengadministrasi Pajak

. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
. Pengadministrasi Umum

. Pengelola Barang Milik Negara

Pengelola Data Pajak
Pengelola PBB P2 dan BPHTB

. Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah

. Pengemudi

Pramu Bakti

. Verifikator Keuangan
. Verifikator Pajak

27.

BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

Analis Kebijakan Ekonomi Makro
Analis Kesejahteraan Rakyat

Analis Penelitian dan Pengembangan
Analis Pengembangan Infrastruktur
Analis Pengembangan Wilayah
Analis Perekonomian

Analis Perencanaan & Kerjasama
Analis Perencanaan SDM Aparatur

Analis Perencanaan Strategis

. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program

. Analis SDM Aparatur

. Analis Sosial Budaya

. Bendahara

. Penata Laporan Keuangan

. Pengadministrasi Kepegawaian

. Pengadministrasi Keuangan

. Pengadministrasi Pendidikan dan Kebudayaan
. Pengadministrasi Perencanaan dan Program

. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

. Pengadministrasi Umum

. Pengelola Bahan Perencanaan

. Pengelola Barang Milik Negara

. Pengelola Data

. Pengelola Data

. Pengelola Geospasial

. Pengelola Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
. Pengelola Urusan Kesehatan Masyarakat

. Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian
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No. SKPD UNIT KERJA DAN NAMA JABATAN
30. Pengemudi o
31. Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi
32. Pramu Bakti
33. Verifikator Keuangan
28. BADAN 1. Analis Kesejahteraan SDM Aparatur
KEPEGAWAIAN, 2. Analis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur
FEIIIEIEATE EEVR 3. Analis Pengembangan Kompetensi
PELATIHAN
4. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
5. Bendahara
6. Penata Laporan Keuangan
7. Pengadministrasi Kepegawaian
8. Pengadministrasi Keuangan
9. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
10. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
11. Pengadministrasi Umum
12. Pengelola Barang Milik Negara
13. Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai
14. Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
15. Pengemudi
16. Penyusun Rencana Mutasi
17. Penyusunan Program Penyelenggaraan Diklat
18. Pramu Bakti
19. Verifikator Keuangan
29.| BADAN KESATUAN 1. Analis Forum Kerukunan Umat
BANGSA DAN POLITIK 2. Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
3. Analis Organisasi Masyarakat
4. Analis Partai Politik
5. Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
6. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
7. Analis Politik Dalam Negeri
8. Analis Wawasan Kebangsaan
9. Bendahara
10. Pemandu Kerukunan Umat Beragama
11. Penata Laporan Keuangan
12. Pengadministrasi Kepegawaian
13. Pengadministrasi Keuangan
14. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
15. Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian
16. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
17. Pengadministrasi Umum
18. Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu
19. Pengelola Barang Milik Negara
20. Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran
21. Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
22. Pengemudi
23. Pramu Bakti
24. Verifikator Keuangan
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30.

RUMAHSAKIT UMUM
H.BADARUDDIN
KASIM
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Analis Hukum

Analis Pelayanan

Analis Pengembangan SDM Aparatur
Analis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
Analis Program Diklat

Bendahara

Binatu Rumah Sakit

Juru Pungut Retribusi

Koordinator Penyiapan Naskah

. Pemeriksa Teknik Informasi

. Pemulasaran Jenazah

. Pengadministrasi Data Peraturan Per-UU-an
. Pengadministrasi Kepegawaian

. Pengadministrasi Keuangan

. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
. Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi
. Pengadministrasi sarana dan Prasarana

. Pengadministrasi Umum

. Pengelola Kepegawaian

. Pengelola Akutansi

. Pengelola Barang Milik Negara

. Pengelola Dokumentasi

Pengelola Kebidanan

. Pengelola Kefarmasian

Pengelola Keperawatan

Pengelola Pelayanan Kesehatan

. Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik

Pengelola Pengaduan Publik

. Pengemudi Ambulan

. Pengolah Makanan

. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
. Penyusun Perencanaan Program Diklat

. Petugas Teknologi Informasi Komputer

Pramu Bakti

. Pranata Pasukan Pengamanan Dalam
. Pranata Taman

. Teknisi Listrik dan Jaringan

. Teknisi Peralatan dan Mesin

. Teknisi Sarana dan Prasarana

. Verifikator Keuangan

31.

BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

Nogndh b

Analis Bencana

Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Program
Bendahara

Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam
Pengadministrasi Kepegawaian
Pengadministrasi Keuangan

Pengadministrasi Perencanaan dan Program
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10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
Pengadministrasi Umum

Pengelola Bantuan Operasional
Pengelola Barang Milik Negara
Pengelola Data Bantuan Sosial
Pengemudi

Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana
Penyuluh Bencana

Pramu Bakti

Pranata Bencana

Verifikator Kenangan

32.

KECAMATAN
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Bendahara

Penata Laporan Keuangan
Pengadministrasi Keuangan
Pengadministrasi Pemerintahan
Pengadministrasi Perencaan dan Program
Pengadministrasi Perizinan
Pengadministrasi Umum

Pengelola Barang Milik Negara

Pengelola Dokumen Perizinan

. Pengelola Keamanan dan Ketertiban
. Pengelola Kepegawaian
. Pengelola Kesejahteraan Sosial

Pengelola Perangkat Kecamatan
Pengemudi

Petugas Keamanan

Pramu Bakti

Pranata Perlindungan Masyarakat

. Verifikator Keuangan

KELURAHAN

Penata Laporan Keuangan
Pengadministrasi Umum

Pengelola Dokumen Perizinan

Q
4 BUPATI RABALONG, j/
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10.
1]
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18,

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
Pengadministrasi Umum

Pengelola Bantuan Operasional
Pengelola Barang Milik Negara

Pengelola Data Bantuan Sosial
Pengemudi

Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana
Penyuluh Bencana

Pramu Bakti

Pranata Bencana

Verifikator Keuangan

32.

KECAMATAN
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Bendahara

Penata Laporan Keuangan
Pengadministrasi Keuangan
Pengadministrasi Pemerintahan
Pengadministrasi Perencaan dan Program
Pengadministrasi Perizinan
Pengadministrasi Umum

Pengelola Barang Milik Negara

Pengelola Dokumen Perizinan

. Pengelola Keamanan dan Ketertiban
. Pengelola Kepegawaian

. Pengelola Kesejahteraan Sosial

. Pengelola Perangkat Kecamatan

. Pengemudi

. Petugas Keamanan

Pramu Bakti

Pranata Perlindungan Masyarakat

. Verifikator Keuangan

KELURAHAN

Penata Laporan Keuangan
Pengadministrasi Umum
Pengelola Dokumen Perizinan

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI
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